
BUPATI HALMAHERA BARAT 
PROPINSI MALUKU UTARA 

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT 
NOMOR A TAHUN 2018 

TENTANG 

BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL 
BUPATI DAN WAKIL BUPATI 

DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI HALMAHERA BARAT, 

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan W akil Kepala 
Daerah, perlu disediakan Biaya Operasional dan Biaya 
Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten.tang 
Biaya Operasional dan Biaya Penunjang Operasional Bupati 
dan Wakil Bupati 

1. Undang -undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan 
Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam 
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi 
Undang -undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 80, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 165); 

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 
(Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 3890); 

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, 
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur 
dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara 
(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 4264); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 
Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara RI Nomor 4438); 

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah; 

7. Undang-undang Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara RI 
Tahun 2005 Nomor 2036) 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593); 

9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara RI Tahun 2007 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4723); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barnt Nomor 6 
Tahun 2016 tentan Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Halmahera Barat. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA 
OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PENUNJANG 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Barat. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Halmahera Barat dan perangkat daerah 

sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah. 
3. Kepala daerah adalah Bupati Halmahera Barat. 
4. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat. 
5. Wakil Bupati adalah Bupati Halmahera Barnt. 
6. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan 

tugas Kepala Daerah dan W akil Kepala Daerah. 
7. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih. 
8. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat 

APBD Kabupaten Halmahera Barat. 
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BAB II 
BIAYA OPERASIONAL 

Pasal 2 

Untuk pelaksanaan tugas-tugas kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah disediakan : 
a. biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga 

Kepala Daerah dan W akil Kepala Daerah; 
b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli 

barang-barang inventaris rumah jabatan Kepala Daerah dan W akil Kepala 
Daerah. 

c. biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan dan barang-barang inventaris 
dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang 
inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah; 

d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan 
kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan 
W akil Kepala Daerah; 

e. biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, 
rehabilitasi cacat dan uang duka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah beserta anggota keluarga; 

f. biaya Perjalanan Dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas 
dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan W akil Kepala Daerah; 

g. biaya Pakaian Dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Kepala 
Daerah dan W akil Kepala Daerah berikut atributnya; 

h. biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, 
penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan 
khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan 
W akil Kepala Daerah. 

Pasal 3 

Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf h, ditetapkan sesuai 
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 4 

Besaran Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) dan dirinci dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat. 

Pasal 5 

Biaya Penunjang Operasional Bupati dan W akil Bupati disesuaikan dengan 
kemampuan keuangan daerah, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, 
efektivitas, kehematan dan dapat dipertanggungjawabkan. 
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BAB III 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Halmahera Barat. 

Ditetapkan di Jailolo 
Pada tanggal S anuari 2018 

Pejabat 
Sekretaris Daerah 
Ass, Bid Pem & Adm Umum 
Kabag Hukum & Orgs 

Diundangkan di Jailolo 
pada tanggal 2018 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN HALMAHERA BARAT 

M. 

SYAH� 

RADJAK 

Salinan sesuai deng aslinya 
Kepala Bagian Hukum an Organisasi 

Sekretaris Daerah bupa en Halmahera Barat 

DENY GUNAWAN KASIM, SH, M. Hum 
Pembina TK.I IV /b 

Nip. 19690909 200003 1 007 

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT 
TAHUN 2018 NOMOR 4 
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